
Pasal5 

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data 
pada Bank Kalbar, PARA PIHAK berkewajiban: 
a.	 Bank Kalbar menyediakan sistem jaringan komunikasi internal sampai dengan 

Gateway BPK-RI. 
b.	 BPK-RI menyediakan sistem jaringan komunikasi antara Gateway BPK-RI dan 

Bank Kalbar. 
c.	 Bank Kalbar menyediakan Server/personal computer untuk menampung Data 

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara agar dapat diakses oleh BPK-RI. 
d.	 PARA PIHAK memasang/menyediakan aplikasi miliknya atau yang berada 

dibawah penguasaannya, yang diperlukan agar dapat terjadi Akses Data antara 
PARA PIHAK. 

Pasal6 

(1)	 BPK-RI dapat melaksanakan Akses Data Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 
secara online. 

(2)	 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan ini memberikan kuasa kepada 
Bank Kalbar untuk memberikan Data Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 
yang berada dalam pengelolaan Bank Kalbar kepada BPK-RI. 

(3)	 Pemberian Kuasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Bank Kalbar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tertulis sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. 

(4)	 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Bank Kalbar menjamin 
keberlangsungan ketersediaan data untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten 
Kayong Utara. 

BAB III
 
TANGGUNG JAWAB DAN KERAHASIAAN
 

Pasal7 

(1)	 Bank Kalbar menjamin bahwa Data Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang 
disediakan untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Kayong Utara merupakan 
data yang lengkap sesuai permintaan .BPK-RI, sesuai dengan kondisi 
sebenarnya dalam Sistem Informasi Bank Kalbar dan telah di validasi oleh 
Bank Kalbar. 

(2)	 BPK-RI menjamin bahwa Akses Data Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 
hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Negara. 

(3)	 Bank Kalbar menjamin bahwa Data Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang 
disampaikan kepada BPK-RI adalah data yang sebenar-benarnya tanpa ada 
satu hal pun yang dirubah oleh Bank Kalbar. 

(4)	 BPK-RI menjamin keamanan dan bertanggung jawab terhadap kerahasiaan 
proses akses data secara online. 



BABIV
 
TIM KERJA
 

Pasal8 

(1)	 Dalam rangka Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat 
untuk membentuk Tim Kerja. 

(2)	 Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
masing-masing PIHAK. 

BABV
 
MEKANISME AKSES DATA
 

Pasal9 

(1)	 Bank Kalbar mengonversi dan memindahkan Data Pemerintah Kabupaten 
Kayong Utara ke dalam gateway/komputer dalam bentuk database setiap hari. 

(2)	 Bank Kalbar mengakses dan mengunggah Data Pemerintah Kabupaten Kayong 
Utara menggunakan aplikasi agen konsolidator yang ditempatkan dalam 
Gateway/komputer yang berlokasi di Bank Kalbar. 

(3)	 BPK-RI menarik Data Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang berada dalam 
Gateway/komputer secara periodik melalui intemetNPN ke Server BPK-RI. 

BABVI
 
KOORDINASI
 

Pasal 10 

(1)	 Dalam rangka evaluasi, pengembangan, dan penyelesaian masalah dalam 
melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat 
koordinasi. 

(2)	 PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk 
melakukan rapat koordinasi. 

BAB VII
 
PEMBIAYAAN
 

Pasal11 

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada 
Anggaran Belanja masing-masing PIHAK. 

BAB VIII
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 12 

(1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh 
PARA PIHAK. 



(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur 
dengan Petunjuk Teknis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK. 

(3)	 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan 
Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan 
dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum), yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan 
mempunyai kekuatan hukum yang sarna dengan Kesepakatan Bersama ini. 

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) 

rangkap untuk BPK-RI, 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, 

dan 1 (satu) rangkap untuk Bank Kalbar, masing-masing mempunyai kekuatan 

hukum yang sama. 
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